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Analysis of Causality Relationsbip Capital Expenditure

With Economic Growth in Palembang City

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the causal relationship between Capital 
expenditure and economic growth in Palembang period 2003 to 2008 by using 
secondary data. This research is using quantitative and qualitative technic analyze, 
whereas quantitative analysis by using simple regression and Granger Causality 
method. Based on result, this research has result bi-directional causality, that 
Capital expenditure and economic growth in Palembang city has significantly 
causality affect on research period.

mean

Keyword: Capital Ebcpenditure, Economic Growth , Granger Causality
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I

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara berkembang pasti mempunyai catatan penting dalam 

menyoroti permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran karena 

landasan utama kehidupan perekonomian suatu negara adalah tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, keseimbangan pada neraca pembayaran serta stabilitas dan 

efisiensi. Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang dan giat-giatnya

mengadakan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi sangat 

mengharapkan sasaran-sasaran tersebut terwujud (Sukimo, 2000:10).

Pembangunan merupakan suatu keharusan bagi suatu negara agar tidak 

tertinggal dari negara lainnya. Demikian pula halnya bagi bangsa Indonesia, 

melalui pembangunan nasional maka cita-cita dan tujuan nasional akan tercapai 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan 

disektor ekonomi (Tambunan, 2001:1).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang mutlak dan diperlukan 

dalam perekonomian suatu negara. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi tersebut 

dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat perkembangan yang teijadi 

dalam proses kegiatan ekonomi dan merupakan indikasi untuk mengukur 

sejauh mana keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. 

Perekonomian suatu negara bisa dikatakan berhasil apabila kegiatan ekonominya 

lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya serta perkembangan

sampai
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kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah (Sukimo, 2000:10).

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, 

pendistribusian pendapatan yang merata, dan meningkatkan perumbuhan ekonomi. 

Selain itu pembangunan ekonomi dapat juga diartikan sebagai suatu proses 

kegiatan untuk merubah struktur ekonomi yang bersifat tradisional (struktur 

ekonomi pertanian) menjadi struktur ekonomi modem, dengan Capital investment 

yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang dicerminkan 

melalui kenaikan pendapatan per kapita (Sukimo,2000:11).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat tersebut adalah dengan cara menggiatkan pertumbuhan ekonomi. 

Masalah pertumbuhan ekonomi disuatu daerah bergantung kepada berbagai faktor 

antara lain kebijakan pemerintah. Suatu daerah harus dapat mengenali dan 

mengidentifikasi secara tepat faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan 

mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah atau sebaliknya.

Pembangunan agar adil dan merata harus dilaksanakan di seluruh aspek 

kehidupan masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, pembangunan tidak selamanya 

berjalan lancar karena sering menghadapi permasalahan dasar yang luas dan 

kompleks, diantaranya yang menonjol adalah bahwa potensi sumber daya alam 

yang dimiliki dan berbagai sektor ekonomi yang tersedia dan tersebar dalam 

wilayah yang berbeda.

Penbangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi berkaitan 

dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing - masing

erat
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daerah. Potensi ekonomi maupun karakteristik yang dimiliki oleh suatu daerah 

pada umumnya berbeda dengan yang dimiliki oleh daerah lain. Pembangunan 

ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, 

pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga keija yang 

ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar — pasar 

baru, ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan — perusahaan baru (Arsyad, 

2005:109).

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia diharuskan mengejar 

ketertinggalan dari negara - negara maju. Untuk mencapai semua itu maka 

dilaksanakan pembangunan di segala bidang secara bertahap dan 

berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sasaran yang 

akan diprioritaskan dalam setiap pelaksanaan pembangunan nasional. Pertumbuhan 

ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang 

(Boediono, 1985 :1). >

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah 

dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan keija baru dan merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap 

pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 

jumlah dan jenis dari peluang keija untuk masyarakat daerah dengan tujuan akhir 

yang sama dengan tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan kesejahteraan 

bagi masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat berupaya bersama-sama 

mengambil inisiatif melakukan pembangunan daerahnya guna mencapai tujuan 

tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dan mampu untuk dapat

upaya
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menafsir potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merangsang dan 

melakukan pembangunan pada perekonomian daerah (Arsyad, 2005: 108-109).

Palembang sebagai ibukota Sumatera Selatan adalah salah satu kota yang 

pertumbuhan ekonominya cukup stabil di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dan 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dari data PDRB dengan migas atas dasar harga 

konstan tahun 2000.

Pergerakan pertumbuhan ekonomi Palembang itu sendiri dapat dilihat pada 

tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan PDRB kota Palembang 1998-2008 

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 
(dalam juta rupiah)

Tahun PDRB kota Palembang 

Dengan Migas

Pertumbuhan

(%)

1998 9.363.200 -11,53
1999 8.837.981 -0,06
2000 9.930.072 12,36
2001 10.330.116 4,03
2002 10.895.982 5,48
2003 11.488.473 5,44
2004 12.226.259 6,42
2005 13.087.898 7,05
2006 13.998.531 6,96
2007 14.992.484 7,10
2008 15.874.200 5,88

Sumber : BPS, PDRB kota Palembang, 1998-2008

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB kota 

Palembang mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya. Untuk pertumbuhan PDRB
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tertinggi teijadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 12,36 persen, hal ini disebabkan 

oleh peran sektor industri yang mendominasi nilai dan keseluruhan PDRB di tahun

tersebut. Dan untuk pertumbuhan PDRB yang terkecil teijadi pada tahun 1998, 

-11,53, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi yang dialami mulaiyaitu

pada pertengahan tahun 2007 yang diawali dengan depresiasi mata uang Rupiah 

terhadap dollar AS dan berimbas pada krisis moneter. Dari sembilan sektor usaha,

yang mampu bertahan selama krisis moneter hanyalah sektor pertanian dan sektor 

listrik, gas dan air minum. Sedangkan sektor yang terkena dampak krisis yang 

terbesar adalah sektor bangunan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sebagai 

bentuk upaya dari pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian maka 

diusahakan untuk mencapai perkembangan PDRB yang tinggi, hal ini teijadi di 

tahun 2000 dengan pertumbuhan PDRB sebesar 12,36 dengan angka absolut 

sebesar 9.930.072 (dalam juta rupiah).

Otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 1 

Januari 2001. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang sesuai dengan isi 

ketentuan umum Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah yang telah menggantikan Undang-Undang No 22 Tahun 1999. 

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan 

memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Salah satu tujuan kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah adalah menjadikan pemerintah lebih dekat 

dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih 

efektif dan efisien dengan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki 

pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka 

daripada pemerintah pusat (Kuncoro, 2004:25).
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Untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut diperlukan biaya atau 

Penganggaran merupakan aktivitas penting pemerintah dan bersifat 

universal, yang sering diasumsikan bahkan mungkin didiskusikan sebagai 

perangkat konsep yang kompleks. Penyusunan anggaran tidak bisa dilepaskan dari 

karakteristik suatu daerah untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

pengalokasian anggaran (Baswir dalam Saleh, 2006:527).

Proses pembangunan perlu ditunjang oleh suatu perencanaan anggaran 

sebagai alat perencanaan dan pengawasan mengenai pengeluaran dan penerimaan 

dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun (Suparmoko,2002:26).

Pada tingkat Pemerintah Daerah (Pemda), penganggaran merupakan 

tahapan aktifitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam perencanaan dan 

pengendalian sistem manajemen keuangan daerah. Sebagai perwujudan 

keseluruhan aktifitas pemerintah, anggaran daerah sangat memerlukan adanya 

partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat 

dalam proses siklus anggaran diharapkan mampu mengatasi berbagai 

permasalahan anggaran, seperti kebocoran dan pemborosan atau penyimpangan 

pengalokasian anggaran yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan 

birokrasi ketimbang kepentingan publik (Mardiasmo, 2004:95).

Anggaran untuk daerah tersebut dikenal dengan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD). APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD ang disetujui oleh 

DPRD, pada jangka waktu satu tahun yang meliputi hak pemerintah daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dan penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun

anggaran.
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bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnyaanggaran yang 

(Yuwono,dkk, 2005:92).

Struktur APBD sendiri merupakan satu kesatuan yang terdiri atas 

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dan transfer. Menurut 

Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 dan Kepmendagri No.59 Tahun 2007, 

pendapatan daerah (penerimaan daerah) adalah semua penerimaan kas daerah 

dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, atau semua 

penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diatur sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah, sedangkan belanja daerah (pengeluaran daerah) adalah semua 

pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat 

dikategorikan dalam 5(lima) kategori utama yaitu, tanah, peralatan, mesin, gedng 

dan bangunan. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut (Srihayati, 2009:46-

yang

48):

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian balik nama dan sewa tanah 

pengosongan, pengurungan, perataan tanah, pembuatan sertifikat dan 

pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai 

tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
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2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas 

peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih 

dari 12(dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam 

kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan 

bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan yang

dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan 

pembangunan/ pembuatan, serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang 

menambah kapasitas sampai jalan dan, irigasi dan jaringan yang dimaksud 

dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan, 

serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam 

kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan 

jalan, irigasi dan jaringan, temasuk dalam belanja ini adalah belanja modal
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kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, dan 

barang untuk museum, hewan ternak dan makanan, buku-buku dan jurnal 

ilmiah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal 

memiliki kaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, 

pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dan belanja modal 

tersebut. Konsep multi-term expenditure framework (MTEF) menyatakan bahwa 

kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan 

kemampuan keuangan daerah (budget capability) dalam pengelolaan aset tersebut 

dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa pengelolan aset terkait dengan belanja

(Allen dan

terutama

pemeliharaan dan sumber pendapatan atau lebih luas sumber penda 

Tommasi, 2001).

Menurut Halim (2004:73) belanja modal merupakan belanja yang 

manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah atau kekayaan 

daerah serta akanmenimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin 

seperti belanja pemeliharaan. Alokasi belanja modal yang didasarkan pada 

kebutuhan memiliki bahwa tidak semua satuan keija atau unit organisasi di 

pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan keija, ada 

satuan keija yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan 

prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan 

laboratorium, mobiller), kesehatan (rumah sakit,peralatan kedokteran, mobil 

ambulans), jalan raya dan jembatan, sementara satuan keija lain hanya 

memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil,

9



pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan 

kesehatan dan pelayanan pendidikan.

Sekilas belanja modal memiliki kemiripan dengan belanja barang. Dalam 

PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) sudah 

didefinisikan perbedaan belanja barang dan belanja modal secara jelas. Belanja 

barang adalah pengeluam untuk menampung pembelian barang dan jasa yang 

habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang 

tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau 

dijual kepada masyarakat dan belanja peijalanan. Belanja ini terdiri dari belanja 

barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja pemeliharaan. Sedangkan 

definisi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam 

rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal 

kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap 

tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan keija, 

bukan untuk dijual.

Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari 

keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 

diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lainnya, yakni opersional dan belanja 

modal. Namun tidak berarti belanja modal selalu menjadi penyebab atau predictor 

bagi kenaikan belanja operasional. Beberapa argumen yang menyatakan perlunya 

kehati-hatian dalam melihat hubungan belanja modal dan belanja operasional dan 

pemeliharaan diuraikan berikut ini (DJA Keuangan, 2010).

Belanja modal memiliki konsekuensi diperolehnya aset tetap (fbced asset) 

pada saat belanja tersebut direalisasi sepenuhnya atau output-nya sudah diperoleh.

yang
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Hal ini bermakna adanya penambahan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah. Dalam perspektif manajemen keuangan dan akuntansi, selain 

diperhitungkan cost untuk penggunaan aset tersebut dalam operasional organisasi 

dalam bentuk depresiasi, juga harus diperhitungkan cost untuk pemeliharaan aset 

tersebut sehingga dapat di manfaatkan secara efektif sesuai dengan kegunaannya. 

Biaya pemeliharaan dikeluarkan secara rutin atau terjadi berulang-ulang setiap 

tahun (recurrent) atas aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Srihayati, 

2009:53).

Berdasarkan regulasi yang berlaku di pemerintahan daerah Indonesia, yang 

mengatur tentang pengelolaan keuangan keuangan dan anggaran daerah, setiap 

realisasi atas kebijakan yang berhubungan dengan cost atau belanja (expenditure) 

harus didasarkan pada peraturan resmi yang disebut Perda. Perda tentang anggaran 

daerah (Perda APBD) merupakan penentu boleh atau tidaknya dilakukan 

pengeluaran dana atau kas untuk membayar biaya-biaya, termasuk biaya untuk 

memperoleh aset tetap (belanja modal) maupun biaya untuk memelihara aset tetap 

tersebut. APBD merupakan rencana keuangan untuk mendapatkan aset tetap dan 

pendanaan untuk pemeliharaan aset tersebut (Srihayati, 2009:54).

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan 

prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. 

Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan Hana dalam 

bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini 

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. 

Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah, 

sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampa
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jangka panjang secara finansial. Belanja modal bisa dibilang investasi dalam 

kaitannya pertumbuhan ekonomi. (Srihayati, 2009:55).

Harrod Domar memberi peranan kunci kepada investasi dalam proses 

pertumbuhan ekonomi, khususnya sifat ganda yang dimiliki investasi. Pertama 

investasi menciptakan pendapatan (merupakan dampak dari permintaan investasi) 

Han kedua investasi meperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara 

meningkatkan stok kapital (merupakan dampak dari penawaran investasi), karena 

itu selama investasi netto tetap tersedia dan tetap berlangsung, pendapatan riil dan 

output akan senantiasa meningkat. Namun demikian untuk mempertahankan 

tingkat ekuilibrium pendapatan pada kapasitas full employment, baik pendapatan 

riil dan output keduanya harus dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif 

kapital meningkat. Kalau tidak setiap perbedaan antara keduanya akan 

menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas yang menganggur (idle 

capacity). Jadi apabila employment hendak dipertahankan dalam jangka panjang, 

maka investasi harus senantiasa diperbesar. Hal ini jelas membutuhkan pendapatan 

riil secara terus menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunan 

kapasitas secara penuh atas stok kapital yang terus tumbuh. Tingkat pertumbuhan 

pendapatan inilah yang disebut sebagai warranted rate of growth atau tingkat 

pertumbuhan yang terjamin (Jhingan dalan Hafizrianda, 2005:5).

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan mencoba 

melihat hubungan kausalitas antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi di 

Kota Palembang.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1) Sejauh mana perkembangan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kota 

Palembang dari tahun 2003-2008

2) Menerangkan bagaimana korelasi atau hubungan kausalitas antara belanja

modal dengan pertumbuhan ekonomi kota Palembang.

13 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara belanja modal dengan

pertumbuhan ekonomi Kota Palembang

2) Mengkaji bagaimana hubungan kausalitas antara belanja modal dengan 

pertumbuhan ekonomi Kota Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1) Sebagai bahan kajian, litelatur atau referensi, bagi para pembimbing dan 

mahasiswa dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut

2) Acuan dalam menganalisis bagaimana korelasi atau hubungan kausalitas antara

belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi kota Palembang bagi penelitian 

selanjutnya
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